
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH
rr. Sutan syahrir No. 2 

T,fffii##:;I2) 
Kalimantan rengah

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

06015f{ loRGS.
Penting.
1 (satu) eksemplar.
Trndak Lanjut Penyederhanaan
Struktur Organisasi.

Pangkalan Bun, 13 Desember 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

di-
Pangkalan Bun

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia : Nomor
161l4259lOTDA, tanggal 29 Juni 2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan
Struktur Organisasi Perangkat Daerah da Lingkungan Pemerintah Daerah
KabupaterlKota Provinsi Kalimantan Tengah maka perlu dilakukan penyusunan
Drafi Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, bersama ini mengundang
BapaUlbt/Saudara(i) untuk menghadiri rapat dengan menerapkan protokol
kesehatan pncegahan Covid-19, pada :

Hari, tanggal : Selasa, 14 Desember 2021

Pukul : 09.00 WB s.d. selesai

Tempat : Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat
Jln.Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun

Acara . Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyederhanaan
Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk menghadiri kegiatan dimaksud agar Saudara menugaskan
Sekretaris/Kepala Bagian dan Kasubbag yang menangani Administrasi Umum
dan Kepegawaian. Terlampir draft kerangka Peraturan Bupati dan Struktur
Organisasi masing+nasing Per:angkat Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan
terima kasih.

DAERAH
WARINGIN BARAT

a.

*
S.H., M.H.

Madya
NIP. 18 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan).



Model4

pala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Sekretaris

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik

Kepala Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyara kata n

Kelompok Jabatan
Fu ngsiona I

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kelompok Jabatan
Fungsiona I

UPTD (Unit Pelaksana
Teknis Daerah)
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W MODEL 4

BUPATI KOTAWARINGII{ BARAT
PROVIIISI TALIMAXTAIT TEITGAII

PERATURAIT BUPATI NOTAW:ARIITGIN BARAT
f,OMOR ..... TAIIIIN .....

TE'ItITANG

ORGAITISASI DAITI TATA KER^'A

KABUPATEN KOTAWARIII GIIT BARAT

DENGANI RAHMAT TUTIAIY YANG MATIA ESA

BUPATI KOTAUTARINGIIS BARATN

2016 Nomor 114, Tambahan Lemb'aran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

& Peraturan Menteri Penda5ragunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2O2l tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 202L Nomor 546);

9i Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangtat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daeratr I(abupaten Kotawaringin Barat
Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringrn Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah I(abupaten Kotawaringin
Barat Nomor 6 'l'ahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawariingin Barat Tahun 2021
Nomor 2).

MEMUfUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEITTANG ORGAIIISASI DAlt TATA KER.TA
BADAN/DIITAS KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

BAB I
KETEITTUAIT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat.
5. Perargkat Daerah adalah unsur pembarrtu Bupati dalhm

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri etas
sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilar Ralryat
Daerah, dinas daerah dan lembega teknis daerah dalJam
iingkup Pemerintah Kabupaten.

5. Aparatur Sipil Negara, yang: selanjutnya disingkat ASN,adalah
setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syaratyang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi
tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

7. Dst.................

Menimhang :a. bahwa..............;
b. bahwa...............;
c. bahwa.....,..........,

Mengiingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nornor 9)sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambai,ral Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara(Lembaran Negara Repnhlik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan krobaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 terfiaJ:g Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (L€mbaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang l{omor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Unda.ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (tcmbaran: Negara Republik Indionesia Tahun
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BAB U
I(EDUDUKAil, TUGAE,, FUNGSI DAN SUSUtrAIY ORCANISASI

Pasal 2r

(U Badan/Dinas mempunyai kedudukart
sebagai yang bertanggung jaErab
kepada Bupati melalnri Sekretaris Daerah.

(21 Badan/Dinas dipirnpin oleh Kepala
Badan/Dinas yang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama atau Pejabat Eselon II.b.

Pasal 3

Badan/Dinas mempunyai tugas ...........

Pasal 4

Dalam trelaksanakarr tugas sebagaimana dirnaksud pada pasal 3,
Badan.....,..... ......,....menyelenggarakaflfungsi:

Pasal 5

Snsunan organisasi Bad.an/Dinas
tcrdiri atas :

a. Kepala Badaa/Dinas;
b. Sbkretariat,.terdiri atas :

L. Subbagihn Umum,, Kepegawaian, dan Perlengkapan.

2: Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang terdiri atas KelompokJahatai FungFional.

d. Bidang terdiri atas KelompokJabatan PungBional.

e. Bidang terdiri atas KelompokJabatan Fungpional.

f. Bidang terdiri atas KelompokJabatan Fungpional.

g. Unit Pelaksana Teknis,Daerah (llPTD).

Pnsaf 6

Bagan Susunan Organisasi BadanlDinas
sebagaimana tercartum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidalc terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.

BAB III
RINCIAI{ TUGAS. DAII FTTilGSI

Baglan Satu
Kepala Badaa/Dlnas

Pasal 7

Kepala Badan/Dinas dan mempunyai tugas memimpin, membina,
mengEoordinasikan, merencanakarr serta menetapkan program
kerja" tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang

serta bertanggung jawab atas
pelaksanaal tugas dan fungsi Badan/Dinas ........

Baglan Kedua
Bekretarlat

Pesal a

Sekretariat mempunyai tugas metencanakan, menJrusun,
melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan pelayanan,umum, kepegawaian dan perlengkapan,
keuaogan, peroncanaan dan pengendalian program, organisasi,
tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah
tongga, perlengkapan, dokumentasi peraturan perundang-
undangan pada Badan/Dinas, mengkoordinasikan
penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara
terpadu.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan

Badan/Dinas;
b. koordinasi perumusanr kebijakan teknis Badar/Dinas;
c. koordinasi pen5rusunan program dan anggaran Badan/Dinas;
d, koordinasi pen5rusunan pelaporan dan evaluasi pellaksanaan

prcgram dan anggaran Badan/Dinas;
e, p€laksanaan. urusan administrasi keuangan dan aset;
f. pelaksanaa.!] urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
g. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan

analisis jabatan;
h. pelaksanaan urusan kehumasan, protokol,, rumah tangga, dan

PerlengkaPan;i. dokumentasi peraturan perundang-undanggn;
j. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan

pslaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 1O

Sekretariat Badan/Dinas,.....,..
terdiri atas:
1. Subbagian Lltnum, Kepegawaian, dan Perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dst.....
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Pa&l ll

Subbegian Umum, Kepega.waian, dan Perlengkapan nrempunyai
tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan,
perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan,, protokol, organisasi
dan tatalaksana analisis jabatan dan dolormentasi peraturan.
perundang-undangan.

Brd.ag ..-Y:.:::. .......-.....

Parsl 12

Bidang ....,..,.. mempunyai tugas melaksanakan

Palaf 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,,
Bidang menyelenggarakan fungoi:

"""""" dst"

Pard llt
Bidang terdiri atas Kelompok Jabatanr
Fungsional.

Bagtan KcGopat
Btdaag

Bidang

Pa.at 15

-.......,..mempunyai tugas ......,...

Pacal 16

Untuk melakanakan tugas sebagaimena dimaksud dalam pasal 15,
Bidang menyelenggarakan fungsi:

6

c.
d.
e.
f,

Bidang
Fungsional.

Bidang

Perel 18

Bidang Pembinaan dan mempunyai
mengkoordinasiil<an, pembinaan dan
pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Perd 19

terdiri atas Kelompok Jabatan

Bagtrn Kelloa

tugas merencanakan,
pelaksanaan di bidang

a.
b.
c.
d.
e.
f.
E.

Untuk melaksstakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
18, Bidang menyelenggaralan fungsi:
a. ...-.......
b. ...-.......
c, ,..-,,,....

dst..

P..al 20

Bidang
Fungsional.

terdiri atas Kelompok '.labatari

Baglan Keanam
Bldrng

Pa.d 21

P.tial 22

Untuk melaksanakan tuga.s sebagaimana dimaksud dalam pasal
21, Bidang rnenyelenggarakan fungsi:

a.

a. ..........,
b. ...........
c. ..

b.

Bidang mempunyai tugas .'......, -........
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Pasal 23

Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

BAB T$
JAEATAI{ FT'ITGSIOIYAL DAIT PEI"AITSAIA

Brglan KG..tu
Jabataa Fungrlonat

Pa$f 24

(1)

I

(2) Setiap pimpinan satuan orgarrisasi wq,fo mengikuti, memenuhi
petuq,uk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-
masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB VII
KETEI{TUAI{ PERALIHAIT

Paral 28

BAE VItr
I(ETEI|TU/Til PEIYUTUP

Paral 29(3) .-.....................
(4) ....'. -........"'. dbt..

Baglan Kedua
Jabatan Pel,ekeana

Paeal 25

Dengan berlakr,rnya Peraturen Bupatt ini.
Kotawaringin Barat ............
tidak berlaku.

makB Peratlrran BuFati
dicabut dan dinyata-kan

(1)

(2t

(3)

(4)

(1)
(2t
(3)

Pa.al 30

Peraturan Bupati ini nnulai berlatu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannS/a dalam Berita Daerah
I(abupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan tsun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Diundnngkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

SEXRTTARIS DATRAH
KABINPATET XCYTAWARING}II{ BARAT,

BAB V
UNIT PELAT(SANA TEXNIS DAERAH

Pasal 26

dst..

BAB VI
TATA I(ER.'A

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan/Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub
Bidang dan pemegang Jabatan Ftrngsional dan Pelaksana wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan
sinkronisasi secara vertikal serta horisontal baik dalam
lingkungan Badaa maupun instansi lain sesuai dengan tugas
masing-masing.

BERITA DABRNI KABUPATTIY KOTA$ARIrGIII BARAT TAIIITr '..". IIOUOR: ....'


